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ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu usaha setiap bangsa untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia sehingga membantu memperlancar
pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Usaha pendidikan ini
ditujukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang ada sehingga
setiap manusia diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun kehidupan global,
Berkaitan dengan pendidikan, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud
harus segera merealisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan
tugas guru merasa nyaman, dan tentram, serta tidak mudah dikriminalisasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
sehingga setiap guru mandapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki
dan kewajiban yang harus dilaksanakan. 1. Hak-Hak GuruDalam Undang-
Undang Guru dan Dosen Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum,
perlindungan tenaga pendidik, serta perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja. Demi terwujudnya sistem pendidikan nasional, maka
pemerintah perlu melihat fakta di lapangan, bagaimana penerapan
kebijakan yang telah ditetapkan. Apakah sudah dapat dilaksanakan dengan
baik atau belum. Apabila memang sudah berjalan dengan baik, maka
pemerintah boleh saja menambah kebijakan-kebijakan baru yang akan
semakin meningkatkan mutu pendidikan. Hukuman disesuaikan dengan
lingkungan sekolah sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, bukan
penghakiman. Dalam Undang-undang Nomer. 14 tahun 2005 Pasal 7 ayat
(1) huruf h. Guru mempunyai hak dan kewajiban antara lain: Memperoleh
perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki kebebasan dalam
memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan,
dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan,
kode etik guru, dan peraturan perundangundangan; dan memperoleh rasa
aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Kata Kunci: konsep pendidikan, bak dan kewajiban guru,
perlindungan guru




ABSTRACT

Education is one of the efforts of every nation to improve the quality of
human resources so as to help expedite the implementation of Indonesia’s
national development. This educational effort is aimed to develop the
that every human being is expected to

inventiveness, taste, and initiative soO
be able to face the challenges according to the changing demands of local,
national, and global life. In relation to education, the government in this

case Kemendikbud must immediately realize the protection of teachers, In
carrying out the task of teachers feel comfortable, and peaceful, and not

easily criminalized. In Law No. 14 of 2005 on teachers and lecturers so
that every teacher can be protected against the rights they have and the
obligations that must be implemented. 1. Teacher Rights In the Teachers

(2) states that "the protection

and Lecturers Law Article 39 paragraph
referred to in paragraph (1) includes legal protection, protection of

educators, as well as the protection of occupational safety and health. For

the sake of the realization of the national education system, then the
government needs to see the facts in the field, how the implementation of
policies that have been established. Whether it is workable or not. If it is
already rurming well, then the government may add new policies that will
further improve the quality of education. Punishment is tailored fo the
school environment as a means of education and learning, not Jjudgment. In
the Number Act. 14 of 2005 Article 7 paragraph (1) letter h. Teachers have
rights and obligations, among others: To obtain protection in performing
their duties and to have freedom in providing assessment and to determine
graduation, awards, and / or sanctions to learners in accordance with the
rules of education, teacher code of ethics, and legislation; And gain a sense

of security and safety in performing the task.

Keywords: educational concepts, teacher rights and obligations, teacher
protection




